BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR }% TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG WP SIMANINDO

Menimbang

Mengingat

BUPATI SAMOSIR,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan
Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota,
dan Rencana Detail Tata Ruang, hasil kesepakatan
delineasi Rencana Detail Tata Ruang Wilayah
Perencanaan di Simanindo harus ditindaklanjuti dengan
Penetapan Delineasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Samosir tentang Penetapan Delineasi Rencana
Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Di Simanindo;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5160);

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 6633);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun




KESATU

KEDUA

9.

2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017
tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

11

12.

13.

14.

15.

Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan
Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail
Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 329);

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun
2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Samosir Tahun 2018-2038 (Lembar Daerah Kabupaten
Samosir Tahun 2018 Nomor 73 Seri E Nomor 31);
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir
(Lembar Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor
41 Seri D Nomor 31);

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2022 (Lembar
Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 95 Seri A
Nomor 58);

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun
2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir
Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 8
Seri F Nomor 874);

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir
Tahun 2019 Nomor 6 Seri F Nomor 551).

MEMUTUSKAN :

Penetapan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Wilayah
Perencanaan di WP Simanindo sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari keputusan Bupati Samosir ini.

Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan

di

WP Simanindo sebagaimana dimaksud pada Diktum




KETIGA

KEEMPAT

KESATU seluas 8.051,69 (delapan ribu lima puluh satu
koma enam sembilan) hektar yang meliputi seluruh
Desa/Kelurahan di Ambarita, Cinta Dame, Dosroha, Garoga,
Huta Ginjang, Maduma, Marlumba, Martoba, Parbalohan,
Pardomuan, Parmonangan, Siallagan Pindaraya, Sihusapi,
Simanindo, Simanindo Sangkal, Simarmata, Tanjungan,
Tomok, Tomok Parsaoran, Tuktuk Siadong dan Unjur .

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan didalam keputusan ini maka akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 14 @WW‘ aas

BUPATI SAMOSIR,

VANDI T/ GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;

2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;

3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir; dan

4. Kepala Badan / Dinas / Bagian / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
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LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 2(( TAHUN 2023
TANGGAL : 14 ¢ 1 2023
TENTANG : PENETAPAN DELINIAS| RENCANA
DETAIL TATA RUANG WP SIMANINDO

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

RENCANA DETAIL TATARUANG
WP SIMANINDO DAN WP ONAN RUNGGU
KABUPATEN SAMOSIR
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Mengetahui,
BUPATI SAMOSIR

VANDIKO TJGULTOM




